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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Kementerian Perhubungan sebagai badan publik mempunyai visi untuk 

mewujudkan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang handal, berdaya 

saing, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan cakupan 

tanggung jawab yang sangat luas yaitu di sektor darat, laut, udara, dan 

perkeretaapian, maupun sektor penunjang lainnya, masyarakat tentu 

membutuhkan suatu saluran informasi yang menyeluruh terkait pelayanan 

transportasi di seluruh sektor tersebut. Seiring dengan keterbukaan informasi, 

masyarakat lebih peduli atas hak pelayanan yang harus diberikan pemerintah 

dan lebih menuntut akan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik lagi. Oleh 

karena itu, tuntutan pelayanan publik yang cepat dan efektif harus terus 

diupayakan sebagai salah satu program percepatan reformasi birokrasi.  

 

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Biro 

Komunikasi dan Informasi Publik menyediakan saluran yang lebih formal dan 

terkendali yaitu salah satunya melalui pelayanan portal LAPOR yang dapat 

diakses di www.lapor.go.id. Portal LAPOR dikelola oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian 

PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) 

sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional, dan Ombudsman Republik 

Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan publik. SP4N LAPOR telah ditetapkan 

sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. 

SP4N LAPOR memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pengaduan 

terkait pelayanan publik atau isu-isu yang mereka alami. Ini memungkinkan  

masyarakat untuk melaporkan masalah atau keluhan terkait dengan pelayanan 

publik yang mereka terima dari berbagai instansi pemerintah. SP4N LAPOR 

dapat diakses melalui beberapa kanal yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 

(Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android 

dan iOS).  SP4N LAPOR dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong 

door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan 

jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang 

menanganinya. 

 

 

 

http://www.lapor.go.id/
http://www.lapor.go.id/


2. Dasar Hukum 

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengelolaan Komunikasi Publik; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; dan 

h. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 9 Tahun 2017 tentang 

Peningkatan Pemanfaatan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat di Bidang Perhubungan. 

 

3. Penerima Manfaat  

Pemberdayaan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan secara 

komprehensif terhadap kinerja Kementerian Perhubungan serta 

membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kementerian 

Perhubungan sehingga dapat mewujudkan citra positif. Dengan demikian 

penerima manfaat dari kegiatan ini adalah: 

1. Masyarakat/Publik yang membutuhkan informasi mengenai sektor 

transportasi, maupun informasi lain yang telah didokumentasikan dan 

dalam penguasaan Kementerian Perhubungan dan yang membutuhkan 

penanganan pengaduan di bidang transportasi; 

2. Badan Publik dalam hal ini Kementerian Perhubungan selaku 

penyelenggara negara, untuk meningkatkan profesionalisme dan tata 

kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam 

pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian 

Perhubungan.  



4. Statistik SP4N LAPOR Tahun 2023 

1. Jumlah Laporan Masuk 

 
 

Laporan masuk selama periode tahun 2023 sebanyak 445 laporan pengaduan 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Laporan belum terverifikasi = 0 laporan 

b. Terdisposisi belum ditindaklanjuti = 0 laporan 

c. Terdisposisi sedang diproses = 0 laporan 

d. Terdisposisi selesai = 410 laporan 

e. Laporan tertunda = 0 laporan 

f. Laporan arsip = 35 laporan 

 

2. Klasifikasi Laporan / Jenis Laporan 

 

Klasifikasi laporan yang masuk periode tahun 2023 sebagai berikut : 

a. Aspirasi = 249 laporan 

b. Pengaduan berkadar pengawasan = 96 laporan 

c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan = 54 laporan 

d. Pengajuan RAPS = 1 laporan 

e. Permintaan informasi = 10 laporan 

 

 

 

 



3. Gambaran Umum Laporan/Pengaduan Masuk 

Berikut kategori laporan/pengaduan masuk yang ditujukan kepada 

Kementerian Perhubungan : 

No. Kategori 
Jumlah 

Pengaduan 

1 Infrastruktur Pendukung 12 

2 Lainnya terkait Perhubungan 126 

3 Penerangan Jalan 28 

4 Anggaran dan Perbendaharaan 8 

5 Lainnya terkait Transportasi Udara 1 

6 
Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan 
Masyarakat 

10 

7 Transportasi Darat 43 

8 Kebijakan ASN 3 

9 Lainnya terkait Perkeretaapian 9 

10 Transportasi Perkeretaapian 12 

11 Infrastruktur Jalan 12 

12 Corona Virus 2 

13 Corona - Karantina Wilayah 1 

14 SP4N-LAPOR! 17 

15 Topik Lainnya 9 

16 Transportasi Udara 25 

17 Balai Diklat 4 

18 Ketertiban Umum 10 

19 Transportasi Laut 34 

20 Tarif Penerbangan 9 

21 Pengaduan Call Center 117 COVID-19 2 

22 CPNS 3 

23 Perundungan (Bullying) 7 

24 Kebijakan ASN 3 

25 Aplikasi Perizinan 3 

26 Lainnya terkait Layanan Kereta Api 7 

27 Lainnya terkait Sosial dan Kesejahteraan 1 

28 Pemulihan Ekonomi Nasional 2 

29 Anggaran dan Perbendaharaan 8 

30 Transportasi Online 6 

31 Perlindungan Konsumen terkait Jasa Transportasi 11 

32 Jaga Jarak Aman (Social Distancing) 2 

33 Anggaran dan Perbendaharaan 9 

34 Hukum 4 

35 Pembinaan Kepegawaian 3 

36 Pungutan Liar 2 

37 Blokir Website 13 

38 Lainnya 12 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sepuluh laporan pengaduan 

paling banyak yang masuk pada portal LAPOR Kementerian Perhubungan 

tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

1. Laporan pengaduan tentang Lainnya terkait Perhubungan sebanyak 126 

laporan 

2. Laporan pengaduan tentang Transportasi Darat sebanyak 43 laporan 

3. Laporan pengaduan tentang Transportasi Laut sebanyak 34 laporan 



4. Laporan pengaduan tentang Penerangan Jalan sebanyak 28 laporan 

5. Laporan pengaduan tentang Transportasi Udara sebanyak 25 laporan 

6. Laporan pengaduan tentang Corona – Karantina Wilayah sebanyak 17 

laporan 

7. Laporan pengaduan tentang Blokir Website sebanyak 13 laporan 

8. Laporan pengaduan tentang Transportasi Perkeretaapian sebanyak 12 

laporan 

9. Laporan pengaduan tentang Infrastruktur Pendukung sebanyak 12 laporan 

10. Laporan pengaduan tentang Infrastruktur Jalan sebanyak 12 laporan 

 

4. Tindak Lanjut 

Berikut beberapa tindak lanjut dari pengaduan/laporan yang masuk pada 

periode tahun 2023 pada portal LAPOR Kementerian Perhubungan : 

a. Pengaduan ditujukan untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sudah 

ditindaklanjuti sesuai batas waktu tindak lanjut dan sudah ditutup oleh 

Admin/Sistem 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Pengaduan ditujukan untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, 

sudah ditindaklanjuti sesuai batas waktu tindak lanjut dan sudah ditutup 

oleh Admin/Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Pengaduan ditujukan untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sudah 

ditindaklanjuti sesuai batas waktu tindak lanjut dan sudah ditutup oleh 

Admin/Sistem 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 


